BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH


Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dapat memberikan gambaran makro regional pembangunan daerah serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2016.
Hal mendasar perencanaan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPJMD tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.
Untuk menghasilkan usulan program yang baik dan sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Tahun 2013-2018, maka bab III diawali dengan mereview kondisi pembangunan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan peroalan utama yang perlu diatasi dalam proses pembangunan awal masa bakti Walikota Sawahlunto 2013-2018 disertai dengan diiplementasikannya pembangunan jangka menengah (RPJMD 2013-2018) tahap kedua. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan isu strategis untuk menghasilkan tema pembangunan Tahun 2015. Bab ini diakhiri dengan rumusan prioritas pembangunan.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 (Tahun Lalu) dan Perkiraan Tahun 2015 (Tahun Berjalan)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku  pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (2000). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
Untuk mendapatkan gambaran tentang pencapaian target dan sasaran pembangunan ekonomi di Kota Sawahlunto selama periode 2012-2015 dapat dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro antara lain angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan lain-lain.  Data  yang digunakan adalah data terakhir yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto, meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga berlaku dan Harga Konstan tahun 2014, jumlah penduduk akhir tahun 2014, Indeks gini serta besaran IPM tahun 2014, serta data proyeksi untuk mendapatkan gambaran sampai dengan tahun 2015.
Data PDRB terakhir yang dimiliki adalah hasil penghitungan tahun 2014. Untuk mengetahui gambaran perekonomian Kota Sawahlunto sampai dengan tahun 2015 dilakukan penghitungan proyeksi berdasarkan target yang akan dicapai pada tahun tersebut.
PDRB Kota Sawahlunto atas dasar harga berlaku dalam jutaan rupiah pada tahun 2014 sudah mencapai Rp. 1.815.266,- secara persentase mengalami kenaikan 0.90 %. dibandingkan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.630.894. Pada tahun 2015 dan 2016 PDRB Kota Sawahlunto atas dasar harga berlaku diperkirakan berturut-turut adalah Rp. 2.040.463 dan Rp. 2.284.174 (angka proyeksi).
Sedangkan bila dilihat pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 terhadap nilai PDRB tahun 2012 dan 2013 serta proyeksi tahun 2014 dan 2015, perekonomian Kota Sawahlunto menunjukkan tren pertumbuhan yang akan selalu meningkat. Di tahun 2013 angka pertumbuhan tersebut adalah 6,01 % dan 6,22 % di tahun 2014, serta diproyeksikan tahun 2015 mendekati 6,34 %, dan pada tahun 2016 diperkirakan sekitar 6,46 %. Untuk lebih rincinya, besaran PDRB, gambaran struktur PDRB serta produktifitas masing-masing sektor ekonomi di Kota Sawahlunto pada rentang waktu tahun 2012-2015 dapat dilihat seperti pada tabel 3.1.
Dengan memperhatikan tabel 3.1 kita dapat melihat gambaran struktur perekonomian di Kota Sawahlunto pada tahun 2013-2014, serta perkiraannya pada tahun 2015-2016. Pada rincian tabel tersebut tampak bahwa perekonomian Kota Sawahlunto Tahun 2013 di dominasi oleh sektor Jasa-jasa, yang membentuk sekitar seperempat  (29,80%) dari struktur ekonomi Kota Sawahlunto.  Pada tabel tersebut juga tampak sektor yang paling kecil kontribusinya terhadap struktur perekonomian Kota Sawahlunto adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, yaitu sekitar 1,29 % pada tahun 2013.
Bila kita ingin melihat produktifitas sector tenaga kerja masing-masing sektor ekonomi, bisa  didapatkan dengan membandingkan Nilai Tambah Bruto yang dihasilkan oleh masing-masing sektor dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor tersebut.  Data yang disajikan hanya terbatas pada tahun 2013 dan 2014, karena untuk menghitung jumlah tenaga kerja didapatkan dari hasil pengolahan data survei angkatan kerja Nasional (Sakernas), seperti yang terlihat pada tabel 3.1, didapatkan bahwa sektor yang memiliki produktifitas paling tinggi di Kota Sawahlunto adalah Sektor Jasa-Jasa, pada tahun 2013 produktifitasnya adalah Rp. 367.55. Sedangkan sektor yang paling rendah produktifitasnya adalah listrik,gas dan air minum, pada tahun 2013 produktifitasnya sebesar Rp. 6.99 Juta. Apabila dilihat jumlah  tenaga kerja pada sektor pertanian ini adalah yang terbesar jumlahnya setelah sektor Jasa-jasa, untuk itu  pada tahun-tahun selanjutnya sektor pertanian ini diupayakan akan semakin pesat lagi peningkatan produktifitasnya, melalui program-program peningkatan hasil pertanian. Karena dengan meningkatnya produktifitas sektor ini, artinya akan membuat semakin banyak  masyarakat Kota Sawahlunto yang meningkat taraf hidupnya.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Sawahlunto

	No
	Indikator
	Realisasi
	Proyeksi

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	PDRB 
	
	
	
	

	
	ADH Berlaku (Dalam  Juta Rupiah. )
	 1.630.894
	1.815.452
	2.040.463
	2.284.174

	
	ADH Konstan (Dalam Juta Rupiah. )
	617.979,14

	657.639,91
	699.238.78
	732.429,52

	2
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu (%)
	6.01
	6,22
	6,34
	6,46

	3
	Tingkat Inflasi (%)
	8.06
	6.91
	4.52 
	3.78

	4
	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (%)
	 
	 
	 
	

	
	- Pertanian
	10.69
	11.57
	12.03
	10.39

	
	- Pertambangan dan Penggalian
	8.02
	6,8
	5.8
	4.9


	
	- Industri Pengolahan
	10.80
	9.83
	9.78
	9.74

	
	- Listrik, Gas dan Air Bersih
	1,29
	1,30
	1,29
	1,29

	
	- Bangunan
	9,15
	9,73
	9.94
	10,1

	
	- Perdagangan Hotel dan Restoran
	11.60
	13.32
	13,52
	13,70

	
	- Pengangkutan dan Komunikasi
	11,76
	11,71
	11,76
	11,80

	
	- Keuangan, Persewaan & Jasa   Perusahaan
	5,53
	5,61
	5,61
	5,61

	
	- Jasa-jasa 
	29.80
	30.55
	31.07
	31.53

	5
	Produktifitas Sektoral yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto ( NTB ) Setiap sektor terhadap Jumlah tenaga Kerja di Sektor yang Bersangkutan (Dalam Juta)
	
	
	
	

	
	- Pertanian
	74.15
	
	
	

	
	- Pertambangan dan Penggalian
	24.24
	
	
	

	
	- Industri Pengolahan
	17.13
	
	
	

	
	- Listrik, Gas dan Air Bersih
	6.99
	
	
	

	
	- Bangunan
	17.98
	
	
	

	
	- Perdagangan Hotel dan Restoran
	120.88
	
	
	

	
	- Pengangkutan dan Komunikasi
	17.41
	
	
	

	
	- Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
	10.34
	
	
	

	
	- Jasa-jasa 
	367.55
	
	
	

	6
	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)
	 
	
	
	

	7
	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
	 
	
	
	

	8
	Tingkat Kemiskinan (%)
	2,28
	2,11
	2,06
	2,01

	9
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	6,16
	7.56
	7.07
	6,58

	10
	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:
	                   -
	-
	-
	-

	
	- Pendapatan perkapita (Juta Rp)
	27.65
	30.69
	34.15
	37.85

	
	- Kemampuan Investasi
	 
	
	
	

	
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)
( Pengukuran dilakukan 1 x 3 tahun )
	 0,33
	 0,33
	 0,33
	 0,33

	
	- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
	 76.11
	76,23 
	76,63
	76,84




Angka tingkat pengangguran yang disajikan adalah berdasarkan pengolahan data survei angkatan kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksananakan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto mencapai 6,16 % dari total keseluruhan angkatan kerja, kemudian di tahun 2014 jumlahnya naik menjadi 7.56%, kenaikan ini karena disebabkan Kota Sawahlunto tidak membuka lapangan kerja dan hanya cuma mengandalkan lapangan usaha yang telah ada dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya.
Tahun 2013 PDRB perkapita Kota Sawahlunto sudah mencapai 27.65 juta rupiah, sedangkan PDRB perkapita Propinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah sebesar 25.09  juta rupiah yang berarti Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Propinsi Sumatera Barat.  Pada tahun 2014 PDRB perkapita Kota Sawahlunto diperkirakan 30.69 juta rupiah dan pada tahun 2015 diperkirakan menjadi 34.15 juta rupiah sedangkan pada tahun 2015 diproyeksikan semakin meningkat menjadi 37.85 juta rupiah.  
Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat mencerminkan tingkat kesenjangan pendapatan di tengah-tengah masyarakat adalah besaran indeks Gini dan distribusi pendapatan.  Untuk mendapatkan gambaran tersebut, pada tahun 2012 dilakukan “Survei Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto Tahun 2012”. Dari hasil survei tersebut didapatkan Indeks Gini penduduk Kota Sawahlunto pada tahun tersebut adalah sebesar 0,2535 angka tersebut mengisyaratkan bahwa di tengah-tengah masyarakat Kota Sawahlunto memang terjadi ketidakmerataan pendapatan. Ketidakmerataan Pendapatan merupakan salah satu permasalahan pembangunan sebab pertumbuhan ekonomi tidak banyak bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila distribusi hasil pembangunan tidak merata.  Terdapat 8 (delapan) penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan, diantaranya: pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, pembangunan daerah tidak merata, penggangguran tinggi, mobilitas sosial rendah, memburuknya nilai tukar produk NSB, dan hancurnya industri kerajinan rakyat Namun ketidakmerataan pendapatan tersebut masih dikategorikan relatif rendah. Kondisi tersebut juga ditunjukkan dengan hasil penghitungan distribusi pendapatan menurut klasifikasi Bank Dunia yang menunjukkan 40 % dari seluruh penduduk berpendapatan rendah di Kota Sawahlunto sudah dapat menikmati sebesar 22,54 % dari total pendapatan masyarakat secara keseluruhan.  Dimana menurut Bank Dunia, jika 40 % penduduk berpendapatan rendah memperoleh < 12 % dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi tinggi; jika 12 %-17% ketimpangan pada kategori sedang; dan jika > 17 % dari total pendapatan maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap rendah. 
  
Angka distribusi pendapatan akan dapat terlihat perubahannya paling tidak setiap 3 tahun.  Sekalipun setiap tahun mungkin saja terjadi, namun perubahan yang tampak tidak cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat pada dasarnya mengalami pergerakan yang relatif lamban, kecuali bila adanya perubahan pendapatan masyarakat yang sangat drastis. Dengan asumsi demikian, maka diperkirakan besaran indeks gini di Kota Sawahlunto sampai dengan tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan tahun 2012.  Dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui program-program ekonomi kerakyatannya, serta melalui Program Sapu Bersih Kemiskinan (SBK) pada tahun 2013 diharapkan angka kemiskinan semakin berkurang yang ditandai dengan mengecilnya indeks gini, serta makin besarnya porsi pendapatan yang dapat dinikmati oleh 40 % penduduk berpendapatan rendah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan  indeks yang mengukur pencapaian pembangunan secara keseluruhan pada suatu daerah. Indeks Pembangunan Manusia dipresentasikan oleh 3 dimensi yaitu : umur panjang dan sehat (angka harapan hidup), pengetahuan (angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah), dan kualitas hidup yang layak (pengeluaran perkapita).  Data IPM terakhir yang yang dihitung BPS pada tahun 2013, dimana angka IPM Kota Sawahlunto terhitung sebesar 76.11.  Angka ini cukup baik karena Kota Sawahlunto berada pada peringkat 6 dari 19 Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat, dan peringkat 85 dari dari 450 Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.


3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 Dan 2015
1. Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan tetap dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Sawahlunto. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya mengangkat perekonomian penduduk miskin juga meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat sehingga potensi kemiskinan masa depan dapat dikurangi. Upayanya dilakukan melalui pengutamaan penanganan penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan ekonomi seperti Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk miskin by name by address.
Mendorong pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dengan menciptakan lapangan kerja lebih luas yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah lebih banyak dan pemberian bantuan pinjaman lunak untuk odal usaha melalui program ekonomi kerakyatan. Untuk mengurangi angka kemiskinan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 1 M pada APBD Tahun 2015 dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada KK miskin.

2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan Dan Sektor Industri Kecil.
Untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian jangka panjang, masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi hambatan yang berarti. Dari segi petani, rendahnya kemauan dan keterampilan petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian juga mengakibatkan sulitnya meningkatkan kualitas pertanian di Kota Sawahlunto. Pola pikir masyarakat terutama generasi muda yang mengatakan petani merupakan pekerjaan kurang berkelas juga menjadi tantang di masa depan. Dari segi pengelolaan pasca panen, Industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sawalunto relatif minim. Pada Bidang Pertanian akan terus dikembangkan melalui kegiatan Mengoptimalkan produksi bibit karet dan Kacao, serta melalui program ternak sapi.
Jumlah bibit yang telah ditanam Tahun 2014 :
· Bibit Karet 48.000 batang
· Bibit Kakao pada tahun 2014 tidak ada anggaran pengadaan bibit kakao
Penanaman pada Tahun 2015 :
· Bibit karet  pada tahun 2015 tidak ada anggaran pengadaan bibit karet
· Bibit kakao pada tahun 2015 tidak ada anggaran pengadaan bibit karet
Jumlah ternak sapi s/d Tahun 2014 sebanyak 6.600 ekor, ternak sapi s/d Tahun 2015 sebanyak 6.650 ekor dan target ternak sapi s/d Tahun 2016 berjumlah 6.693 ekor.

Di bidang pertambangan diupayakan untuk meningkatkan produksi batubara terutama dari cadangan tambang dalam yang dikuasai PT. BA serta perusahaan pemegang KP lainnya.

Di bidang Sektor Industri Kecil diupayakan Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM yang diharapkan dapat  menumbuhkan unit-unit usaha industri kecil baru sehingga selama tahun 2014 di Kota Sawahlunto sudah terdapat 414 unit usaha industri makanan dan industri kerajinan. Tahun 2015 ditargetkan 430 unit usaha industri makanan dan industri kerajinan dan Tahun 2016 ditargetkan 445 unit usaha industri makanan dan industri kerajinan.

3. Ketahanan Pangan
Permasalahan pembangunan di sektor ketahanan pangan terjadi pada konsumsi masyarakat belum pola pangan harapan. Jika dilihat dari ketersediaan pangan lokal belum mencukupi sehingga Kota Sawahlunto menjadi ketergantungan pasokan pangan dari daerah tetangga. SDM pengelola Ketahanan Pangan masih kurang secara kuantitas, serta pengawasan keamanan pangan belum optimal. Selain itu, harga komoditas pangan fluktuatif dan alih fungsi lahan pertanian juga merupakan permasalahan yang harus dibenahi dalam membangun ketahanan pangan Kota Sawahlunto. Upaya yang akan dilakukan ke depan adalah dengan menjaga stabilitas harga pokok khususnya bahan pangan karena setiap kenaikan harga akan menurunkan daya beli masyarakat terutama kelompok miskin, memperlancar distribusi bahan pokok serta meningkatkan koordinasi dengan daerah tetangga.

4. Pariwisata
Permasalahan pariwisata di Kota Sawahlunto lebih mengarah pada pengelolaan objek wisata yang sudah ada. Saat ini, belum ada skenario besar pengembangan kepariwisataan sehingganya daya tarik wisata belum terintegrasi. Hal lain yang juga sangat berpengaruh adalah belum ada penjabaran rinci dan teknis dari kebijakan pariwisata yang ada. Dari segi sarana penunjang, keterbatasan sarana transportasi umum menjadi permasalahan bagi pengunjung. Dari segi pengelolaan potensi pariwisata yang ada, kualitas SDM rendah dan arahan tepat guna bagi pemanfaatan lahan belum terbangun menyebabkan investor pariwisata belum melirik Kota Sawahlunto. Selain itu, di bidang pariwisata masih dirasakan kurangnya promosi potensi wisata daerah baik di tingkat regional, maupun global. Upaya kedepan perlu pembenahan sarana dan prasarana sekaligus meningkatkan kesiapan masyarakat sebagai warga kota tujuan wisata dan membendung kemungkinan dampak negatif yang muncul.


3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.
Sampai dengan tahun 2015, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Sawahlunto masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belum pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.
Komposisi APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 : Pendapatan sebesar Rp. 530.170.514.384,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 52.971.459.500,- Dana Perimbangan sebesar Rp. 414.521.294.884,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 62.677.760.000,-. Belanja Daerah sebesar Rp. 598.212.566.570,43 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 279.024.570.467,43 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 319.187.996.103,-. Sehingga mengakibatkan Defisit sebesar Rp. 68.042.052.186,43.
Untuk menutupi defisit diusahakan dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 82.828.052.186,43 berasal dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.978.052.186,43 dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp. 13.850.000.000,-. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 14.786.000.000,- untuk membiayai Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 13.786.000.000,- dan Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp. 1.000.000.000,- 
Dari komposisi diatas terlihat pendapatan daerah tidak mampu membiayai belanja daerah yang setiap tahunnya menunjukan tren meningkat. Untuk menutupi defisit belanja tersebut diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan antara lainmengajukan berbagai program-program yang sesuai dengan kebutuhan Kota Sawahlunto kepada Kementerian yang didanai dari APBN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:
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Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2013 s.d 2017

	NO
	

URAIAN


	REALISASI
	PROYEKSI

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	
	APBD Awal
	Pagu Indikatif
	Acress 2,5 %

	 
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	

	1
	1
	
	 
	Pendapatan Asli Daerah 
	37.104.573.790,92
	48.680.391.650,27
	52.971.459.500,00
	54.295.745.988,00
	55.653.139.637,00

	1
	1
	1
	
	Pajak Daerah 
	3.185.508.186,00
	4.190.396.080,04
	5.245.370.000,00
	5.376.504.250,00
	5.510.916.856,00

	1
	1
	2
	
	Retribusi Daerah 
	3.044.138.867,00
	2.885.464.543,00
	2.929.831.000,00
	3.003.076.775,00
	3.078.153.694,00

	1
	1
	3
	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan   
	8.342.355.040,00
	9.151.546.652,00
	9.525.000.000,00
	9.763.125.000,00
	10.007.203.125,00

	1
	1
	4
	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
	22.532.571.697,92
	32.452.984.375,23
	35.271.258.500,00
	36.153.039.963,00
	37.056.865.962,00

	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	Dana Perimbangan 
	388.979.022.723,00
	436.449.625.354,00
	414.521.294.884,00
	424.884.327.256,00
	435.506.435.438,00

	1
	2
	1
	1
	Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 
	18.777.454.723,00
	21.563.293.390,00
	19.098.399.474,00
	19.575.859.461,00
	20.065.255.948,00

	1
	2
	1
	3
	Dana Alokasi Umum 
	296.397.490.000,00
	332.780.291.937,00
	344.941.712.000,00
	353.565.254.800,00
	362.404.386.170,00

	1
	2
	1
	4
	Dana Alokasi Khusus 
	30.307.130.000,00
	31.072.890.000,00
	45.903.760.000,00
	47.051.354.000,00
	48.227.637.850,00

	1
	2
	1
	5
	Dana Alokasi Desa
	-
	-
	4.577.423.410,00
	4.691.858.995,00
	4.809.155.470,00

	1
	2
	2
	1
	Dana Otonomi Khusus
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	2
	2
	Dana Penyesuaian
	31.421.831.000,00
	34.786.227.000,00
	-
	-
	-

	 1
	2
	3
	1
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	12.075.117.000,00
	16.246.923.027,00
	-
	-
	-

	 1
	2
	3
	2
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	
	 
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
	2.597.905.280,00
	3.375.300.000,00
	62.677.760.000,-
	64.244.704.000,00
	65.850.850.000,00

	1
	3
	1
	
	Hibah 
	2.075.800.000,00
	1.470.300.000,00
	-
	-
	-

	1
	3
	2
	
	Dana darurat 
	-
	
	-
	-
	-

	1
	3
	3
	
	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 
	-
	-
	19.968.000.000,00
	20.467.200.000,00
	20.978.880.000,00

	1
	3
	4
	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
	-
	-
	42.675.760.000,00
	43.742.654.000,00
	44.836.220.000,00

	1
	3
	5
	
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya 
	-
	-
	-
	-
	-

	 1
	3 
	6 
	
	Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan 
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	3
	7
	
	Pendapatan Lainnya
	522.105.280,00
	1.905.000.000,00
	34.000.000,00
	34.850.000,00
	35.750.000,00

	 
	 
	
	 
	Jumlah Pendapatan Daerah
	428.681.501.793.92
	488.505.317.004,27
	530.170.514.384,00
	543.424.777.244,00
	557.010.425.075,00

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	


Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil-hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian.  Sebagaimana dimaksudkan dengan kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
Dengan demikian RKPD tahun 2016, arah kebijakan pendapatan daerah adalah terkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2016 dengan menggunakan perkiraan terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
Arah kebijakan pendapatan daerah tersebut terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar Rp. 54.295.745.988,00
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini antara lain melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar Rp. 54.295.745.988,00 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 5.376.504.250,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 3.003.076.775,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipidahkan sebesar Rp. 9.763.125.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 36.153.039.963,00.
2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 424.884.327.256,00
Dalam rangka penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan pada RAPBD 2016 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak telah diupayakan melalui peningkatan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok untuk menggali potensi penerimaan negara yang berasal dari pajak/bukan pajakyang potensinya berada di Kota Sawahlunto antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan, royalty, dan land rent pertambangan batubara, pajak penghasilan dan lain-lain.Sehingga Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 19.575.859.461,00.
b. Dana Alokasi Umum
Perhitungaan DAU tahun 2016 mengacu kepada jumlah dana yang telah dialokasikan pada tahun 2015 dengan realisasi DAU tahun anggaran 2014. Sesuai lampiran XVI PP No. 162 tahun 2014 tentang Rincian APBN tahun 2015 Pemerintah Kota Sawahlunto menerima DAU sebesar Rp. 344.941.712.000,00 dan tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Sawahlunto diperkirakan menerima sebesar Rp. 353.565.254.800,00 dengan memperhatikan celah fiskal daerah (kemampuan dan kapasitas daerah).
c. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Sawahlunto diperkirakan menerima dana DAK sebesar Rp. 47.051.354.000,00
d. Dana Alokasi Desa
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis maka tahun anggaran 2015 Pemerintah Kota Sawahlunto menerima Dana Alokasi Desa sebesar Rp. 4.577.423.410,00yang diterima oleh 4 desa. Tahun anggaran 2016 diperkirakan naik 2,5 % menjadi Rp. 4.691.858.995,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 64.244.704.000,00
Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah telah dilakukan dengan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Propinsi, terutama dengan Kantor Samsat Sawahlunto antara lain dengan memfasilitasi Samsat Sawahlunto guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sawahlunto. Dengan meningkatnya pajak kendaraan bermotor tentu akan meningkat pula bagi hasil pajak kendaraan yang dapat kita diterima. Disamping itu upaya yang dilakukan juga mengajukan berbagai program/kegiatan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sehingga diharapkan Kota Sawahlunto akan mendapat berbagai program dan kegiatan dengan pengalokasian sejumlah dana yang bersifat khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 20.467.200.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 43.742.654.000,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp. 34.850.000,00


3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan daerah melalui komponen belanja langsung yang efisien, transparan dan akuntabel serta terjaminnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan seperti gaji dan pengembangan aparatur, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur, disamping pembinaan kemasyarakatan yaitu dengan pemberian subsidi untuk lembaga yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bantuan keuangan dan Bagi Hasil untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyediaan anggaran untuk penanggulangan dampak akibat bencana alam, sosial dan kewenangan daerah lainnya yang belum dianggarkan. 
Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.
Kebijakan perencanaan belanja daerah yang akan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
1) Besarnya penyediaan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor :      Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2) Untuk tunjangan-tunjangan yang melekat dalam gaji PNSD seperti tunjangan struktural, fungsional, fungsional umum, beras dan PPh dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3) Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan “acres” gaji paling tinggi 2,5 % yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan penambahan jumlah pegawai akibat mutasi.
4) Pemberian honorarium dibatasi dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

b. Belanja Bunga
Belanja bunga dianggarkan dalam APBD 2016 untuk membayar bunga hutang pinjaman kepada pemerintah pusat atau pemerintah propinsi.


c. Belanja Hibah
Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menentukan dana hibah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permohonan dari penerima hibah.
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menentukan dana hibah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permohonan dari penerima hibah.
2) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
e. Belanja Bantuan Keuangan
1) Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kepada Kota Sawahlunto, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Kota Sawahlunto kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan bagi daera dan atau desa penerima bantuan.
2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus serta mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
3) Dalam rangka menghindari duplikasi penganggaran dalam APBD kota, urusan pemerintahan daerah yang bukan kewenangan kota tidak dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD kota, namun dapat dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus.
f. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dami terciptanya kemanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang didukung bukti-bukti yang sah.

2. Belanja Langsung
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2018 maka tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD tersebut dan untuk mencapai 14 (empat belas) program prioritas pembangunan daerah yang terdiri :
a. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing.
b. Pengembangan infrastruktur yang adil dan merata.
c. Peningkatan kesalehan sosial melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budi pekerti.
d. Menjalin kehidupan sosial dan harmonis dalam komposisi masyarakat yang heterogen dan berbeda agama.
e. Peningkatan kualitas pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter.
f. Peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM.
g. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlunya menjaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
h. Lanjutan sapu bersih kemiskinan.
i. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua bidang dan terjaminya kesetaraan gender.
j. Peningkatan kualitas olahraga dan pembinaan kepemudaan.
k. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
l. Pengembangan sektor kepariwisataan.
m. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah.
n. Perluasan jaringan sosial, ekonomi secara nasional dan internasional.

Dalam rangka pencapaian 14 (empat belas) program prioritas pembangunan daerah maka program dan kegiatan yang direncanakan haruslah kegiatan-kegiatan yang menuju pencapaian program prioritas pembangunan daerah tersebut. Selain itu juga harus memperhitungkan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menunjang tupoksinya masing-masing seperti biaya alat tulis kantor, listrik, air, telepon, biaya rapat, koordinasi, honorarium non PNS, pemeliharaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain sejenisnya yang dalam penganggarannya harus mempertimbangkan tingkat efisiensi.

Belanja Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Tahun Anggaran 2016 Belanja Daerah diperkirakan naik sebesar Rp. 14.917.271.865,57 dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.937.572.363,57 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.979.699.402,00. Tahun Anggaran 2017 Belanja Daerah diperkirakan naik 2,5 % dari tahun 2016 menjadi Rp. 628.421.137.597,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.




Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2013 s.d 2017

	Nomor
	URAIAN
	REALISASI
	Proyeksi

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	
	APBD Awal
	Pagu Indikatif
	Acress 2,5 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	 
	Belanja Tidak Langsung 
	221.659.710.363,79
	231.644.091.831,27
	279.024.570.467,43
	285.962.142.931,00
	293.074.250.079,00

	2
	1
	1
	Belanja Pegawai 
	192.263.580.319,00
	204.008.877.809,00
	250.254.358.957,43
	256.510.717.931,00
	262.923.485.879,00

	2
	1
	2
	Belanja Bunga 
	1.001.057.845,79
	1.446.059.009,27
	1.500.000.000,00
	1.537.500.000,00
	1.575.937.500,00

	2
	1
	3
	Belanja Subsidi 
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	1
	4
	Belanja Hibah 
	10.078.163.154,00
	3.453.141.002,00
	4.449.042.500,00
	4.560.268.000,00
	4.674.274.700,00

	2
	1
	5
	Belanja Bantuan Sosial 
	247.308.400,00
	840.358.500,00
	615.332.000,00
	630.175.000,00
	646.483.000,00

	2
	1
	6
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota  dan Pemerintah Desa 
	10.386.855.907,00
	15.028.794.645,00
	11.035.050.000,00
	11.310.926.000,00
	11.593.699.000,00

	2
	1
	7
	Belanja Bantuan Keuangan  Propinsi / Kabupaten / Kota  dan Pemerintah Desa 
	3.605.885.338,00
	4.237.492.866,00
	9.670.787.010,00
	9.912.556.000,00
	10.160.370.000,00

	2
	1
	8
	Belanja Tidak Terduga 
	4.076.859.400,00
	2.629.368.000,00
	1.500.000.000,00
	1.500.000.000,00
	1.500.000.000,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	2
	 
	Belanja Langsung 
	194.311.907.980,10
	240.748.871.979,47
	319.187.996.103,00
	327.167.695.505,00
	335.346.887.518,00

	2
	2
	1
	Belanja Pegawai 
	33.553.649.786,35
	41.075.714.313,47
	1.023.820.000,00
	1.049.415.000,00
	1.075.650.000,00

	2
	2
	2
	Belanja Barang dan Jasa 
	92.065.340.163,00
	111.588.243.599,00
	182.781.958.404,00
	187.351.507.364,00
	192.035.295.048,00

	2
	2
	3
	Belanja Modal 
	68.692.918.027,75
	88.084.914.067,00
	135.382.217.699,00
	138.766.773.141,00
	142.235.942.470,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	JUMLAH BELANJA 
	415.971.618.343,89
	472.392.963.810,74
	598.212.566.570,43
	613.129.838.436,00
	628.421.137.597,00


Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran)
Arah kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah adalah tertutupinya defisit belanja daerah agar cukup tersedia dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berbagai upaya menutupi defisit belanja adalah memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, kalau perlu dilakukan penjualan aset daerah dan mencari pinjaman daerah maupun menarik kembali dana pinjaman dan piutang daerah yang beredar dimasyarakat maupun dunia usaha lainnya serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.
Sedangkan arah kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan Daerah diarahkan pada penyertaan modal daerah pada berbagai Badan Usaha melalui kajian yang berorientasi pada keuntungan dengan memisahkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diharapkan adalah mendorong iklim usaha yang diharapkan memberi dampak tumbuhnya lapangan kerja dan kegiatan usaha masyarakat baik di hulu maupun hilir disamping keuntungan daerah berupa deviden apabila telah melampui masa break event point.
	Realisasi dan prediksi Pembiayaan Daerah disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2013 s.d 2017

	Nomor
	URAIAN
	REALISASI
	Proyeksi

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	
	APBD Awal
	Pagu Indfikatif
	Acres 2,5 %

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	1
	 
	Penerimaan Pembiayaan
	
	
	
	
	

	3
	1
	1
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelummnya (SILPA) 
	45.850.594.997,07
	53.625.100.393,10
	68.978.052.186,43
	70.663.811.192,00
	72.393.556.522,00

	3
	1
	2
	Pencairan Dana Cadangan / Deposito
	-
	-
	-
	
	

	3
	1
	3
	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
	-
	-
	-
	
	

	3
	1
	4
	Penerimaaan Kembali pemberian Pinjaman 
	-
	-
	-
	
	

	3
	1
	5
	Penerimaan Piutang Daerah 
	4.995.621.943,00
	13.262.692.868,00
	-
	
	

	3
	1
	6
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 
	-
	-
	13.850.000.000,00
	14.196.250.000,00
	14.551.156.000,00

	 
	 
	 
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
	50.846.216.940,07
	66.887.793.261,10
	82.828.052.186,43
	84.860.061.192,00
	86.944.712.522,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	2
	 
	Pengeluaran Pembiayaan 
	
	
	
	
	

	3
	2
	1
	Pembentukan dana cadangan / Deposito
	-
	-
	-
	
	

	3
	2
	2
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
	9.931.000.000,00
	9.693.000.000,00
	14.786.000.000,00
	15.155.000.000,00
	15.534.000.000,00

	3
	2
	3
	Pembayaran Pokok Hutang 
	-
	-
	-
	
	

	3
	2
	4
	Pemberian Pinjaman Daerah 
	-
	-
	-
	
	

	4
	2
	5
	Pembayaran Bunga Pinjaman
	-
	-
	-
	
	

	 
	 
	 
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
	9.931.000.000,00
	9.693.000.000,00
	14.786.000.000,00
	15.155.000.000,00
	15.534.000.000,00

	 
	 
	 
	Pembiayaan netto 
	40.915.216.940,07
	57.194.793.261,10
	68.042.052.186,43
	69.705.061.192,00
	71.410.712.522,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	3
	 
	SILPA 
	53.625.100.390,10
	73.307.146.454,63
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	


Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto

3.2.5 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Dari analisa arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah dengan meperhatikan realisasi yang telah dicapai dan berbagai kendala yang akan dihadapi tahun 2016, disusun ringkasan kerangka pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut ini.


Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif)
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2013 s.d 2017

	NO
	URAIAN
	REALISASI
	PROYEKSI

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	
	APBD Awal
	Pagu Indikatif
	Acress 2,5 %

	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	

	1
	
	
	
	PENDAPATAN DAERAH 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	1
	
	Pendapatan Asli Daerah 
	37.104.573.790,92
	48.680.391.650,27
	52.971.459.500,00
	54.295.745.988,00
	55.653.139.637,00

	1
	1
	2
	
	Pajak Daerah 
	3.185.508.186,00
	4.190.396.080,04
	5.245.370.000,00
	5.376.504.250,00
	5.510.916.856,00

	1
	1
	3
	
	Retribusi Daerah 
	3.044.138.867,00
	2.885.464.543,00
	2.929.831.000,00
	3.003.076.775,00
	3.078.153.694,00

	1
	1
	4
	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan   
	8.342.355.040,00
	9.151.546.652,00
	9.525.000.000,00
	9.763.125.000,00
	10.007.203.125,00

	1
	1
	
	
	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
	22.532.571.697,92
	32.452.984.375,23
	35.271.258.500,00
	36.153.039.963,00
	37.056.865.962,00

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	1
	2
	
	
	Dana Perimbangan
	388.979.022.723,00
	436.449.625.354,00
	414.521.294.884,00
	424.884.327.256,00
	435.506.435.438,00

	1
	2
	1
	1
	Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 
	18.777.454.723,00
	21.563.293.390,00
	19.098.399.474,000
	19.575.859.461,00
	20.065.255.948,00

	1
	2
	2
	3
	Dana Alokasi Umum 
	296.397.490.000,00
	332.780.291.937,00
	344.941.712.000,00
	353.565.254.800,00
	362.404.386.170,00

	1
	2
	3
	4
	Dana Alokasi Khusus 
	30.307.130.000,00
	31.072.890.000,00
	45.903.760.000,00
	47.051.354.000,00
	48.227.637.850,00

	1
	2
	3
	5
	Dana Alokasi Desa
	-
	-
	4.577.423.410,00
	4.691.858.995,00
	4.809.155.470,00

	1
	2
	2
	1
	Dana Otonomi Khusus
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	2
	2
	Dana Penyesuaian
	31.421.831.000,00
	34.786.227.000,00
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	1
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	12.075.117.000,00
	16.246.923.027,00
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	2
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	
	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
	2.597.905.280,00
	3.375.300.000,00
	62.677.760.000,00
	64.244.704.000,00
	65.850.850.000,00

	1
	3
	1
	
	Hibah 
	2.075.800.000,00
	1.470.300.000,00
	-
	-
	-

	1
	3
	2
	
	Dana darurat 
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	3
	3
	
	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 
	-
	-
	19.968.000.000,00
	20.467.200.000,00
	20.978.880.000,00

	1
	3
	4
	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
	-
	-
	42.675.760.000,00
	43.742.654.000,00
	44.836.220.000,00

	1
	3
	5
	
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya 
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	3
	6
	
	 Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	3
	7
	
	Pendapatan Lain-Lain
	522.105.280,00
	1.905.000.000,00
	34.000.000,00
	34.850.000,00
	35.750.000,00

	
	
	
	
	JUMLAH PENDAPATAN 
	428.681.501.793,92
	488.505.317.004,27
	530.170.514.384,00
	543.424.777.244,00
	557.010.425.075,00

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	BELANJA DAERAH 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	Belanja Tidak Langsung 
	221.659.710.363,79
	231.544.091.831,27
	279.024.570.467,43
	285.962.142.931,00
	293.074.250.079,00

	2
	1
	1
	
	Belanja Pegawai 
	192.263.580.319,00
	204.008.877.809,00
	250.254.358.957,43
	256.510.717.931,00
	262.923.485.879,00

	2
	1
	2
	
	Belanja Bunga 
	1.001.057.845,79
	1.446.059.009,27
	1.500.000.000,00
	1.537.500.000,00
	1.575.937.500,00

	2
	1
	3
	
	Belanja Subsidi 
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	1
	4
	
	Belanja Hibah 
	10.078.163.154,00
	3.453.141.002,00
	4.449.042.500,00
	4.560.268.000,00
	4.674.274.700,00

	2
	1
	5
	
	Belanja Bantuan Sosial 
	247.308.400,00
	840.358.500,00
	615.332.000,00
	630.175.000,00
	646.483.000,00

	2
	1
	6
	
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota  dan Pemerintah Desa 
	10.386.855.907,00
	15.028.794.645,00
	11.035.050.000,00
	11.310.926.000,00
	11.593699.000,00

	2
	1
	7
	
	Belanja Bantuan Keuangan  Propinsi / Kabupaten / Kota  dan Pemerintah Desa 
	3.605.885.338,00
	4.237.492.866,00
	9.670.787.010,00
	9.912.556.000,00
	10.160.370.000,00

	2
	1
	8
	
	Belanja Tidak Terduga 
	4.076.859.400,00
	2.629.368.000,00
	1.500.000.000,00
	1.500.000.0000,00
	1.500.000.000,00

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	2
	2
	
	
	Belanja Langsung 
	194.311.907.980,10
	240.748.871.979,47
	319.187.996.103,00
	327.167.695.505,00
	3345.346.887.518,00

	2
	2
	1
	
	Belanja Pegawai 
	33.553.649.786,35
	41.075.714.313,47
	1.023.820.000,00
	1.049.415.000,00
	1.075.650.000,00

	2
	2
	2
	
	Belanja Barang dan Jasa 
	92.065.340.163,00
	111.588.243.599,00
	182.781.958.404,00
	187.351.507.364,00
	192.035.295.048,00

	2
	2
	3
	
	Belanja Modal 
	68.692.918.027,75
	88.084.914.067,00
	135.382.217.699,00
	138.766.773.141,00
	142.235.942.470,00

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JUMLAH BELANJA 
	415.971.618.343,89
	472.392.963.810,74
	598.212.566.570,43
	613.129.838.436,00
	628.421.137.597,00

	
	
	
	
	SURPLUS / (DEFISIT) 
	12.709.883.450,03
	16.112.353.193,53
	(68.042.052.186,43)
	(69.705.061.192,00)
	(71.410.712.522,00)

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	PEMBIAYAAN DAERAH 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	Penerimaan Pembiayaan
	
	
	
	
	

	3
	1
	1
	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelummnya (SILPA) 
	45.850.594.997,07
	53.625.100.393,10
	68.978.052.186,43
	70.663.811.192,00
	72.393.556.522,00

	3
	1
	2
	
	Pencairan Dana Cadangan / Deposito
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	1
	3
	
	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	1
	4
	
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	1
	5
	
	Penerimaaan Piutang Daerah
	4.995.621.943,00
	13.262.692.868,00
	-
	-
	-

	3
	1
	6
	
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
	-
	-
	13.850.000.000,00
	14.196.250.000,00
	14.551.156.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
	50.846.216.940,07
	66.887.793.261.10
	82.828.052.186,43
	84.860.061.192,00
	86.944.712.522,00

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	3
	2
	
	
	Pengeluaran Pembiayaan 
	
	
	
	
	

	3
	2
	1
	
	Pembentukan dana cadangan / Deposito
	-
	-
	-
	-
	

	3
	2
	2
	
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
	9.931.000.000,00
	9.693.000.000,00
	14.786.000.000,00
	15.155.000.000,00
	15.534.000.000,00

	3
	2
	3
	
	Pembayaran Pokok Hutang 
	-
	-
	-
	
	

	3
	2
	4
	
	Pemberian Pinjaman Daerah 
	-
	-
	-
	
	

	3
	2
	5
	
	Pembayaran Bunga Pinjaman
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
	9.931.000.000,00
	9.693.000.000,00
	14.786.000.000,00
	15.155.000.000,00
	15.534.000.000,00

	
	
	
	
	Pembiayaan netto 
	40.915.216.940,07
	57.194.793.261.10
	68.042.052.186,43
	69.705.061.192,00
	71.410.712.522,00

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	3
	3
	
	
	SILPA 
	53.625.100.390,10
	73.307.146.454,63
	-
	-
	-

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	


Sumber Data : DPPKAD Kota Sawahlunto
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